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Abstrak 

 

Sistem digitalisai perpajakan yang sudah diterapkan oleh otoritas perpajakan saat ini untuk mendorong perilaku wajib 

pajak terutama wajib pajak orang pribadi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya seusai peraturan dan undang-

undang perpajakan di Indonesia. Penelitan ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh kepercayaan kepada pemerintah 

(Trust of Government) dan Sistem Perpajakan Indonesia (Tax elf assessment system), terhadap perilaku wajib pajak. 

Selain itu tujuan penelitian ini juga ingin menganalisa peran sistem digitalisasi perpajakan sebagai variabel 

pemoderasi antara kepercayaan kepada pemerintah (Trust of Government) dan Sistem Perpajakan Indoensia (Tax elf 

assessment system) terhadap perilaku wajib pajak di Indonesia. Objek Penelitian yang akan diteliti adalah wajib pajak 

yang memiliki NPWP dan bekerja di perusahaan yang berada di kota Jakarta dan Bandung yang berpenghasilan diaras 

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) di Indonesia. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan bersumber dari kuesioner dengan jumlah responden 

sebanyak 200 responden. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat kuantitatif dengan 

menggunakan skala likert dan metode analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear berganda dengan 

menggunakan SPSS 25. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah tidak berpengaruh 

signifikan  terhadap perilaku wajib pajak, sedangakan sistem perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

perilaku wajib pajak.Peran Sistem Digitalisasi sebagai pemoderasi hanya untuk pengaruh sistem perpajakan terhadap 

perilaku wajib pajak. 

 

Kata kunci: Kepercayaan Kepada Pemerintah, Sistem Perpajakan, Sistem Digitalisasi Pajak, Perilaku Wajib Pajak 

Abstract 

The tax digitalization system that has been implemented by the current tax authority is to encourage the behavior of 

taxpayers, especially individual taxpayers to carry out their tax obligations in accordance with tax regulations and 

laws in Indonesia. This study aims to analyze the effect of trust in the government (Trust of Government) and the 

Indonesian Taxation System (Tax elf assessment system), on the behavior of taxpayers. In addition, the purpose of 

this study also wants to analyze the role of the tax digitalization system as a moderating variable between trust in the 

government (Trust of Government) and the Indonesian Taxation System (Tax self assessment system) on the behavior 

of taxpayers in Indonesia. The object of research to be studied is taxpayers who have a TIN and work in companies 

located in the cities of Jakarta and Bandung who earn at the PTKP (non-taxable income) level in Indonesia. The 

sampling technique used in this research is purposive sampling. The data collection technique used is sourced from 

a questionnaire with a total of 200 respondents. The type of research used is quantitative research using a Likert 

scale and the data analysis method used is multiple linear regression using SPSS 25. The results of this study indicate 

that Trust in the Government has no significant effect on taxpayer behavior, while the taxation system has a 

significant effect. and positive on the behavior of taxpayers. The role of the Digitization System as a moderator is 

only for the effect of the Taxation System on the Behavior of Taxpayers. 

Keywords:  Tax Digitalization System, Taxation System, The Behavior of Taxpayers 
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1.  PENDAHULUAN 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi membayaran pajak, pemotong pajak, 

dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak 

merupakan perwujudan seorang warga nergara yang melakukan kewajibannyan dan peran serta 

wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dalam 

pembiayaan nergara dan pembangunan nasional.  

Menurut falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban 

melainkan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap 

pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kewajiban serta tanggung jawab pembayaran 

pajak  sebagai cerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota 

masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sistem perpajakan di Indonesia 

menganut sistem Self Assessment. Pemerintah dalam hal ini yaitu Direktorat Jendral Pajak 

memiliki fungsi berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan,pelayanan dan pengawasan. 

Untuk melakukan pembayaran pajak maka wajib pajak akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) yang akan digunakan oleh wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau indentitas wajib pajak dalam melaksanakan 

hak dan kewajiban perpajakan. 

Sektor perpajakan ialah sektor terbesar yang ikut berkontribusi pada APBN. Pajak memiliki 

peran sangat penting  bagi pembagunan negara, seluruh pengeluaran-pengeluaran negara yang 

digunakan sebagai pembangunan nasional serta digunakan untuk membiayai infrastruktur umum 

seperti jalan, alat transportasi dan stasiun dibiayai oleh pajak. APBN yaitu Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara.  Pada tahun 2020 penerimaan APBN 2020 sebesar Rp 811,2 T atau 47,7% 

dari targetnya dalam Perpres 72 tahun 2020 tumbuh sebesar negatif 9,8%. Dari realisasi 

pendapatan negara tersebut realisasi perpajakan Rp 624,9T  tumbuh sebesar negatif 9,4% dari 

realisasi PNBP Rp 184,5 T tumbuh sebesar negatif 11,8%.  

Salah satu dampak dari penurunan penerimaan perpajakan dikarenakan meluasnya dampak 

pandemi Covid-19 yang membuat melemahnya perekonomian dan aktivitas ekonomi rakyat 

Indonesia. Penerimaan pajak 2020 juga digunakan dalam mendukung penanganan dampak 

pandemi Covid-19 kebijakan di bidang perpajakan khususnya pajak  juga merupakan instrumen 

fiskal bagi pemerintah dalam mengantisipasi potensi terjadinya peluasan dampak dari Covid-19 

dengan memberikan dukungan di bidang kesehatan maupun dukungan dibidang dunia usaha 

dalam pemulihan ekonomi melalu kebijakan sebagai berikut: (a) Kebijakan di sektor pajak antara 

lain melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang pemberian fasilitas 

pajak terhadap barang dan jasa yang akan diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona 

Virus Disease 2019, yang ditetapkan pada tanggal 06 April 2020. Kebijakan ini diambil untuk 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman wabah 

virus corona dengan mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan dan alat pendukung 

lainnya dalam  rangka penanganan pandemi Covid 19. Pemerintah memberikan fasilitas 

perpajakan kepada pihak tertentu yaitu Badan/Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk 

melakukan penanganan pandemi Covid-19; (b) Kebijakan di sektor kepabean melalui relaksasi 

impor barang untuk penanggulangan Covid-19 yaitu relaksasi impor oleh perorangan atau 

perusahaan swasta untuk tujuan non komersial, fasilitas bebas bea masuk dan simplifikasi 

ketentuan tata niaga atau lartas satu atap di BNPB. Standar operasioanal prosedur bersama DJBC 

dengan BNPB tentang percepatan pelayanan impor batang untuk keperluan penanggulangan 

Covid-19 berdasarkan SOP DJBC-BNPB No 01/BNPB.2020. Pembebasan beas masuk atas impor 
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barang oleh atau Pemerintah daerah yang ditunjukan untuk kepentingan umum berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK/04/2019. Pembebasan bea masuk dan cukai atas 

import barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum,amal,sosial atau 

kebudayaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.o4/2012. Relaksasi 

pelayanan kawasan berikat agar dapat memproduksi masker, alat pelindung diri (APD) dan hand 

sanitizer 

Pemerintah perlu mempertimbangkan variabel non-ekonomi, salah satunya adalah tingkat 

kepercayaan. Menurut (Herina, 2017), tingkat kepercayaan kepada pemerinatah terus 

ditingkatkan dengan pengembangan e-government, dimana merupakan salah satu upaya 

pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta kinerja birokrasi menuju 

terwujudnya pemerintahan yang baik. Selain itu, menurut (Purba et al., 2020), dengan e-

government dapat menyelesaikan kegiatan administrasi pemerintahan menjadi lebih cepat dan 

memberikan cara yang bersahabat bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan entitas eksternal 

seperti masyarakat dan kalangan bisnis melalui media teknologi sehingga kepercayaan publik 

terhadap pemerintah menjadi lebih baik 

Menurut (Güzel et al., 2019) konsep kepercayaan pada pemerintah memberikan pemahaman 

yang lebih komprehensif tentang kepatuhan wajib pajak. Meskipun hubungan antara kepercayaan 

kepada pemerintah dan perilaku pajak sangat kompleks secara umum diasumsikan bahwa ada 

hubungan positif antara persepsi kepercayaan kepada pemerintah sebagai otoritas perpajakan di 

negara. Pajak dipungut dari badan/otoritas perpajakan yang nyata dan sah ditunjuk oleh 

pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara. Otoritas 

perpajakan tersebut di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia. Pemerintah perlu mempertimbangkan variabel non-ekonomi, 

salah satunya adalah tingkat kepercayaan. Oleh karena itu, sebagian wajib pajak memenuhi 

kewajibannya sesuai dengan kesadaran kewarganegaraannya, namun sebagian lagi tidak 

memenuhi kewajibannya. Hal tersebut bisa dipengaruhi dengan adanya tingkat kepercayaan wajib 

pajak sebagai masyarakat kepada pemerintahnya dimana dalam hal ini adalah otoritas perpajakan 

yang ada di Indonesia adalah DIrektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keangan Republik 

Indonesia. 

Indonesia sendiri menganut sistem perpajakan yaitu Self Assessment System yang dimana 

sifat ini mendorong agar masyarakat lebih aktif dan sadar dalam melakukan pembayaran pajak 

yang lebih praktis dan mengurangi tugas pemerintah dalam penarikan pajak. Dengan menganut 

self assessment system mewajibkan wajib pajak secara aktif melakukan penjumlahan dan 

pelaporan sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan kepercayaan penuh 

terhadap wajib pajak (Pratiwi and Prabowo 2019). KPP bertugas menyediakan beberapa fasilitas 

untuk mempermudah wajib pajak dalam pemasalahan perpajakannya terutama dalam urusan 

penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).  

SPT merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam melaporkan pajak terutang dari wajib 

pajak kepada pemerintah mengenai penerimaan negara berkaitan dengan sektor perpajakan. 

Perbedaan penafsiran antara wajib pajak (WP) yang menerapkan self assessment system dengan 

Direktorat Jendral Pajak mengenai besaran nilai pajak yang harus dibayar menyebabkan 

terjadinya persepsi yang berbeda-beda antara wajib pajak sehingga menimbulkan pelanggaran 

pada perpajakan. Keberhasilan sistem ini tidak akan terjadi apabila masyarakat tidak mempunyai 

tingkat kesadaran yang tinggi mengenai perpajakan.  

Fenomena pada penelitian ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya 

kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, 
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pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan ketidak percayaan kepada pemerintah (otoritas 

perpajakan) dikarenakan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi pemerintahan. 

(Saeroji O., 0217). Khusunya Pejabat Tinggi Negara yang pada tahun 2021 ini di tingkat 

pemerintahan pusat sampai daerah yang mesih melakukan praktek penyalahgunaan anggaran 

APBN, seperti kasus korupsi yang terjadi pada Kementerian Sosial dan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, serta di beberapa pemerintah daerah lainnya. 

 

2.   LITERATUR REVIU DAN HIPOTESIS PENELITIAN  

2.1 Grand Theory 

2.1.1  Teori Kognitif Sosial (Social Cognitive Theory) 

Teori ini mencakup fenomena psikososial, seperti motivasi dan mekanisme pengaturan diri, 

yang melampaui isu belajar. Banyak pembaca memahami teori belajar sebagai model 

pengkondisian akuisisi respons, sedangkan dalam kerangka teoritis ini belajar dipahami terutama 

sebagai akuisisi pengetahuan melalui pemrosesan informasi secara kognitif. Terminologi sosial 

dalam teori ini menunjukkan teori ini mengakui asal usul sosial dari banyak pemikiran dan 

tindakan manusia; aspek kognitifnya mengakui kontribusi kasual dari proses pemikiran terhadap 

motivasi, sikap, dan tindakan manusia. 

Social cognitive theory ini dianggap gabungan antara teori belajar behavioristik dengan penguatan 

dan psikologi kognitif, yang memandang perilaku manusia tidak semata-mata refleks otomatis 

atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan 

dengan skema kognitif itu sendiri. Terdapat hubungan timbal balik antara individu (person), 

lingkungan (environment), dan perilaku individu (behavior), yang dikenal dengan triadic 

reciprocal determinism (atau triadic reciprocal model of causality). Esensi teori ini adalah bahwa 

manusia belajar terhadap model melalui proses observasi dan imitasi yang kemudian berguna 

dalam proses berperilaku atau bertindak. Manusia menggunakan kemampuannya untuk berfikir, 

simbolizing, dan anticipating untuk bereaksi (outcome reaction). 

Pengaruh Teori Kognitif Sosial terhadap kepatuhan wajib pajak sangat relevan untuk menjelaskan 

perilaku kepatuhan wajib pajak yang dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Dimana 

pada konsep teori kognitif sosial ini dapat mempengaruhi seorang akan taat membayar pajak tepat 

pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu 

telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Pengaruh Teori Kognitif 

Sosial terhadap sistem digitalisasi perpajakan berkaitan dengan terdapat hubungan timbal balik 

antara individu, lingkungan, dan perilaku individu. Esensi pada teori kognitif sosial yang 

berkaitan degan sistem digitalisasi bahwa manusia belajar terhadap model sistem digitalisasi yang 

ada di Indonesia dan melalui proses observasi yang kemudian berguna dalam proses berperilaku 

atau bertindak di dalam mendukung waib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. 

2.1.2 Teori Kepatuhan Pajak (Theory of Tax Compliance) 

Definisi kepatuhan dalam kaitannya dengan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut beberapa 

penelitian terdahulu, dapat dinyatakan bahwa kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum 

sebagai (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2) memperhitungkan secara benar kewajiban, 

(3) tepat waktu dalam pelaporan pajak, (4) tepat waktu membayar jumlah pajak terutang. 

Menurut Night & Bananuka (2019), kepatuhan pajak didefiniskan sebagai wajib pajak di dalam 

memenuhi semua kewajiban perpajakan yang dinyatakan oleh undang-undang dengan sukarela 

dan wajib, kepatuhan pajak sebagai tindakan memasukkan formulir pengembalian pajak 

penghasilan, menyatakan semua penghasilan kena pajak dengan sebenarnya dan membayar semua 
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kewajiban pajak dalam jangka waktu yang ditentukan tanpa harus menunggu otoritas untuk 

tindakan lanjutan dalam memenuhi kewajiban perpajakannyta. 

Tiga dimensi kepatuhan pajak meliputi pengarsipan, pelaporan dan pembayaran. Kepatuhan 

pengarsipan mengacu pada pengarsipan tepat waktu dari formulir pengembalian pajak; kepatuhan 

pelaporan berkaitan dengan pelaporan yang akurat dari pendapatan dan kewajiban pajak; dan 

terakhir, kepatuhan pembayaran dikaitkan dengan pembayaran tepat waktu dari semua kewajiban 

pajak. Secara keseluruhan, kepatuhan pajak bisa dianggap sebagai sejauh mana wajib pajak 

mematuhi undang-undang perpajakan. 

2.1.3 Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Pemerintah 

Membangun Kepercayaan publik wajib pajak dalam membayar pajak dengan 

menggabungkan kekuatan dan kepercayaan berdasarkan konsep teori. Asumsinya, jika rendahnya 

kepercayaan masyarakat terhadap institusi otoritas pelayanan pajak dan sistem perpajakan, maka 

akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat wajib pajak untuk membayar 

pajak. Sebaliknya, jika kepercayaan masyarakat tinggi terhadap lembaga dan otoritas pajak, maka 

hal itu dapat berpengaruh pada tumbuhnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Haning 

et al., 2019). 

Kepercayaan publik adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh kelompok atau individu 

dalam institusi atau sistem sosial dalam memperkuat kepatuhan dan kebajikan warga negara, dan 

kepercayaan publik terkait erat dengan perilaku warga negara. Dalm hal ini adalah perilaku warga 

negara sebagai wajib pajak di dalam menjalankan kepatuhan pajaknya dengan 

mempertimbangkan kepercayaan nya terhadap organisasi dan sistem yang ada, yaitu Direktorat 

Jenderal Pajak sebagai otoritas tertinggi perpajakan yang ditunjuk oleh pemerintah.  Di Amerika 

Latin, hanya 49 persen dari populasi yang disurvei oleh Latinobarόmetro di 18 negara Amerika 

Selatan dan Tengah pada tahun 2005; Menurut barometer kepercayaan dalam keuangan bahwa 

hanya 57 persen penduduk yang mempercayai layanan keuangan, sehingga harus ada peningkatan 

seperti Keamanan data dan aset, keadilan, inklusi keuangan, dan inovasi literasi keuangan (Aktaş 

Güzel et al., 2019). 

2.1.4 Self Assessment Tax System 

Sistem pemungutaan pajak (Tax System) juga merupakan salah satu elemen penting untuk 

menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Self Assessment Tax System merupakan 

sistem atau metode pemungutan pajak di Indonesia yang berlaku saat ini sesuai Undang-Undang 

Perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1994 yang membahas dan mengatur 

segala hal yang berhubungan dengan subjek serta objek pajak dalam pemungutan pajak di 

Indonesia terdiri dari 3 (tiga) jenis sistem pemungutan perpajakan., yaitu: (1) Self Assessment 

System; (2) Official Assessment System; (3) Withholding System 

Penerapan self assessment system yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak memberikan 

kepercayaan penug kepada masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya dengan prinsip demokrasi yang berlaku di Indonesia. Diberlakukan sistem ini 

diharapkan masyarakat atau wajib pajak bisa dengan baik dan jujur dalam menghitung dan 

melaporkan pajaknya dan meningkatkan tangung jawab pribadi masing-masing wajib pajak. 

2.1.5 Sistem Digitalisasi Perpajakan 

Sistem Digitalisasi adalah mengubah banyak aspek dari kehidupan kita sehari-hari, serta 

cara ekonomi dan masyarakat kita diatur. Luasnya dan kecepatan perubahan yang dibawa oleh 

transformasi digital adalah penting dan menimbulkan sejumlah besar tantangan kebijakan publik, 

termasuk pajak. Digitalisasi memiliki berbagai implikasi untuk perpajakan. Digitalisasi 

berdampak pada kebijakan dan administrasi perpajakan baik di tingkat domestik dan 
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H2 

H3 H4 

internasional, menawarkan alat-alat baru, sekaligus memperkenalkan tantangan baru (Project et 

al., 2020). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai administrator perpajakan Indonesia juga 

mengalami tantangan disrupsi (gangguan) digital dalam memperbaiki infrastruktur teknologi 

perpajakan. 

Langkah reformasi dalam teknologi informasi diwujudkan salah satunya melalui pengembangan 

core tax system DJP maupun sistem pendukung lainnya. E-Filing adalah suatu cara pelaporan 

SPT Pajak yang dilakukan secara online atau elektronik melalui website Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP Online) ataupun melalui saluran e-Filing resmi lain yang ditetapkan pemerintah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Jika dibandingkan dengan pelaporan pajak manual, e-

Filing pajak memberikan banyak keuntungan seperti lapor pajak online dari mana saja dan kapan 

saja, hemat waktu, serta bukti pelaporan disimpan lebih aman dan mudah dilacak, tanpa khawatir 

hilang atau terselip. Agar dapat melakukan e-Filing, berikut ini syarat yang harus dimiliki adalah 

EFIN/nomor identitas elektronik, dokumen elektronik/SPT elektronik, akses ke web e-

Filing/sudah terdaftar di OnlinePajak. (Onlinepajak, 2018) 

Sistem Digitalisasi Perpajakan (Tax Digitalize System) menggunakan tiga dimensi, yaitu: software 

digitalisasi yang ada di otoritas pajak, sikap terhadap digitalisasi pajak (e-Tax), dan kemampuan 

Wajib Pajak di dalam penggunaan sistem digitalisasi pajak (e-Tax). Penerapan sistem digitalisasi 

perpajakan dimana pada dimensi software digitalisasi yang digunakan, mengadopsi penelitian 

(Rachdianti, 2016), yang menyatakan bahwa e-tax yang merupakan digitalisasi perpajakan yang 

menggunakan software e-filing, s-billing, dan e-SPT di dalam menjalankan kewajiban 

perpajakannya. Dimana dalam penggunaan e-tax tersebut dapat mempermudah wajib pajak di 

dalam melakukan pembayaran termasuk di dalamnya adalah penghitungan pajak yang harus 

dibayarkannya dan pelaporan kewajiban perpajakannya 

2.3 Conceptual Research Framework  

Gambar 2.1  

Conceptual Research Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2022) 
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2.4. Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Kepercayaan WP Terhadap Pemerintah terhadap Perilaku Wajib Pajak. 

Kombinasi perkembagnan teknologi informasi dan digitalisasi berkesempatan besar untuk 

mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem Digitalisasi Pajak yang up to date 

tentunya akan mengharuskan wajib pajak harus menguasai teknologi dan internet supaya bisa 

melaporkan aktivitas perpajakannya secara online dan menggunakan fasilitas layanan pajak 

secara online. Penelitian yang dilakukan oleh (Erwin Bahtiar dan Sihar Tambunan, 2019) 

mengungkapkan bahwa Sistem digitalisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Night & Bananuka, 2020) yang 

menyatakan bahwa sistem digitalisasi meripakan variabel pemediasi terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak. Berdasarkan beberapa pendapat dari penelitian di atas tersebut maka penelitian ini 

mengambil hipotesis: 

H1: Kepercayaan Kepada Pemerintah memperkuat pengaruh antara Sistem Digitalisasi Pajak 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 

2.4.2 Pengaruh Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Wajib Pajak 

Indonesia menggunakan self assessment tax system sebagai sistem pemungutan perpajakan. 

Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak 

terutangnya sehingga target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Namun pada 

kenyataanya self assessment tax system dapat menimbulkan atau memberikan kesempatan kepada 

wajib pajak untuk melakukan kegiatan tidak etis. Apabila self assessment tax system dilakukan 

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku maka akan menghasilkan pajak yang optimal dan 

sebaliknya apabila kesadaran wajib pajak kurang maka self assessment tax system tidak akan 

efektif dan dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan 

penggelapan pajak. 

Menurut D. K. Putri (2019) faktor-faktor seperti sikap, norma subjektif dan persepsi 

kontrol perilaku dapat memprediksi intensi wajib pajak dalam melaksanakan sistem pemungutan 

pajak di Indonesia yaitu, self assessment system. Jika tingkat keefektifan pelakasanaan sistem ini 

semakin tinggi maka diharapkan tindakan penggelapan pajak akan semakin rendah.  

Kerterkaitan dengan theory of planned behavior, menyatakan bahwa semakin efektif 

penerapan dan pelaksanaan self assessment system semakin meningkat juga kesadaran wajib 

pajak dalam membayar pajak sehingga kecenderungan wajib pajak melakukan tindakan 

penggelapan pajak. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dini Damayanti 

and Paulus (2017) menyatakan bahwa self assessment system berpengaruh terhadap persepsi 

wajib pajak dalam tindakan penggelapan pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Putri (2019) menyatakan bahwa self assessment system berpengaruh negatif terhadap 

penggelapan pajak.  Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini: 

H2: Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Perilaku Wajib Pajak 

 

2.4.3 Peran Sistem Digitalisasi sebagai Pemoderasi antara Kepercayaan Wajib Pajak 

Terhadap Pemerintah dan Perilaku Wajib Pajak 

Perilaku wajib pajak yang koersif dan persuasif adalah alat yang berasal dari teori risiko 

dan nonrisk kepatuhan pajak. Teori berbasis risiko muncul dari tradisi ekonomi neoklasik, dengan 

fokus pada rasionalitas ekonomi dan kepentingan pribadi. Sehingga sistem yang mengatur 

terhadap kepatuhan wajib pajak harus secara modernisasi dilakukan oleh otoritas perpajakan. 

Pandemi covid 19 yang terjadi saat ini memaksa pemerintah untuk menerapkan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar yang tentunya membatasi masyarakat untuk beraktivitas. Hal ini perlu 

dilakukan demi menekan angka penularan virus covid 19. Dalam hal terkait dengan perpajakan 

masyarakat dapat mengakses layanan pajak secara online tanpa harus datang ke Kantor layanan 
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pajak sekaligus menghindari terjadinya kerumunan massa. Pemerintah menyediakan fasilitas 

layanan pajak online melalui single login yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terkait 

dengan kewajibannya sebagai wajib pajak. 

H3 : Sistem Digitalisasi Pajak memperkuat pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap 

Perilaku Wajib Pajak 

 

2.4.4 Peran Sistem Digitalisasi sebagai Pemoderasi antara Sistem Perpajakan Terhadap 

Pemerintyah dan Perilaku Wajib Pajak 

Sistem Digitalisasi Perpajakan, menurut (Lamensch, 2019), menyatakan bahwa era digitalisasi 

saat ini dengan adanya teknologi internat akan memungkinkan pengiriman barang dan persediaan 

secara online dan secara instant ke konsumen di seluruh dunia kapan saja. Sehingg untuk sistem 

ekonomi digital ini memberikan peluang besar bagi pelaku bisnis, sehingga akan menimbulkan 

tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam penyetoran pajaknya, dimana hal ini 

memerlukan sistem digitalisasi perpajakan untuk mendukung tindakan kepatuhan wajib pajak itu 

sendiri akan kewajiban perpajakannya. 

Dengan adanya kemudahan akses akan perpajakan diharapkan meminimalisir terjadinya 

penghindaran pajak oleh wajib pajak yang memanfaatkan situasi pandemi yang tengah terjadi 

saat ini. Beberapa peneliti terdahulu sudah membuktikan bahwa digitalisasi layanan pajak 

memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak (Handayani & Tambun, 2016);(Tambun & 

Kopong, 2017); (Sihar Tambunan, 2019); (Tambun et al., 2020). Berdasarkan beberapa pendapat 

dari penelitian di atas tersebut maka penelitian ini mengambil hipotesis  

H4 : Sistem Digitalisasi Pajak memperkuat pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Perilaku Wajib 

Pajak 

3.  METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data primer karena pada penelitian ini akan menggunakan kuesioner  sumber data yang didapatkan 

langsung dengan memberikan data kepada peneliti. Teknik kuesioner ini juga merupakan teknik 

pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya dan kemudian data akan di sleksi dan dimasukan ke Microsoft Exel 

dan selanjutnya akan dilakukannya pengolahan data menggunakan IBM SPSS versi 25. Penelitian 

ini juga menggunakan dokumentasi, sumber referensi data dari buku-buku, artikel dan jurnal yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

Dalam penelitian untuk metode pengukuran akan menggunakan skala likert. Menurut 

sugiyono (2018) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah 

ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang 

dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

3.2 Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2018) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel ini menggunakan Nonprobability sampling, dimana 

digunkan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sampel penelitian ini 

menggunakan purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan penelitian tertentu. Penetuan 

ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Yamane (Sugiyono, 2018). Pada N atau 

jumlah populasi diambil dari data statistik penduduk yang bekerja berumur 17 tahun keatas dan 

memiliki NPWP. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan jenis 
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penelitian yang dilakukan dengan pendekatan dan data bersifat kuantitatif. Menurut Sujarweni 

(2018) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan 

yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Sedangkan jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif yang termasuk dalam 

bagian asosiatif atau hubungan.Menurut Sujarweni (2018) penelitian asosiatif bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih serta mengetahui pengaruhnya. Sementara 

menurut Hartono (2018) hipotesis asosiatif atau hubungan dapat diklasifikasikan kembali menjadi 

hipotesis korelasi dan hipotesis kausal.  

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel 

No Nama Variabel Dimensi Indikator Skala 

Pengukuran 

1 Variabe 

independen  

(X3) 

 

Kepercayaan 

Kepada 

Pemerintah  

 

 

(Sellywati Mohd 

Faizal, Mohd 

Rizal Palil, 

2019) 

1. Kepercayaan 

WP dalam 

menilai tingkat 

keadilan 

pemerintah  

2. Kepercayaan 

WP terhadap 

pemerintah di 

dalam 

pengolelolaan 

dan 

penggunaan 

dana pajak. 

 

1. Peraturan dan UU pajak 

yang ada sama rata bagi 

semua WP tanpa kecuali. 

2. Sanksi perpajakan bagi 

otoritas perpajakan yang 

melakukan penyalagunaan 

uang setoran pajak. 

3. WP mendapatkan sanksi 

perpajakan yang sama jika 

melanggar peraturan dan 

UU perpajakan. 

4. Kepercayaan WP terhadap 

pengolaam uang pajak 

untuk kepentingan umum 

5. Dana pajak yang 

dibayarkan WP digunakan 

secara bijaksana dalam 

melaksanakan proyek-

proyek infrastruktur dan 

untuk penyediaan barang-

barang publik. 

Ordinal 

(dengan 

Skala Likert 

1-5) 

2 Variabe 

independen  

(X3) 

 

Self Assessment 

System 

 

Tambun et al. 

(2020) 

Sistem 

pemungutan pajak 

yang memberikan 

wewenang 

kepercayaan dan 

tanggung jawab 

kepada wajib pajak 

untuk menghitung, 

membayar dan 

melaporkan 

sendiri besarnya 

pajak yang 

dibayarkan 

1. menghitung sendiri jumlah 

pajak terutang 

2. membayar pajak dengan 

tepat waktu 

3. melaporkan SPT dengan 

benar pengisiannya dan 

lengkap 

4. melaporkan jumlah pajak 

terhutang tepat waktu 

5. wajib dan ikut bertanggung 

jawab atas pelaporan pajak 

Ordinal 

(dengan 

Skala Likert 

1-5) 

3 Variabel 

Moderasi 

1. Software 

digitalisasi 

yang ada di 

pajak 

Dimensi 1: 

1. Sistem digitalisasi 

perpajakan mempermudah 

Ordinal 

(dengan 

Skala Likert 

1-5) 
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Sistem 

Digitalisasi 

Perpajakan 

(X3) 

 

 

(Night & 

Bananuka, 2020) 

2. Sikap terhadap 

digitalisasi 

pajak (e-Tax) 

3. Kemampuan 

Wajib Pajak di 

dalam 

penggunaan 

sistem 

digitalisasi 

pajak (e-Tax) 

WP di dalam menghitung 

kewajiban perpajakannya. 

2. Sistem digitalisasi 

perpajakan mempermudah 

WP di dalam melaporkan 

kewajiban perpajkaannya. 

Dimensi 2: 

3. Sistem digitalisasi pajak 

mengontrol WP di dalam 

melakukan kewajiban 

perpajakannya. 

4. Pentingnya Sosialisasi 

sistem digitalisasi 

perpajakan. 

4 Variabel 

Dependen (Y) 

 

Perilaku Wajib 

Pajak (Tax 

Behaviour) 

 

(Ofori, 2020) 

1. Penyampaian 

Surat 

Pemberitahuna 

Pajak (SPT) 

tepat waktu 

sesuai ketentuan 

perpajakan yang 

ada 

2. Kepatuhan 

terhadap pajak 

akan lebih besar 

ketika 

pekayanan 

perpajakan dari 

petugas pajak 

secara adil dan 

hormat. 

1. Wajib Pajak selalu tepat 

waktu di dalam melakuikan 

pembayaran pajaknya. 

2. Wajib Pajak membayar 

pajak dengan tarif yang 

sesuai peraturan dan UU 

perpajakan. 

3. Wajib Pajak selalu tepat 

waktu di dalam melakuikan 

pelaporan kewajiban 

perpajakannya. 

4. Wajib Pajak melaporkan 

pajak sesuai peraturan dan 

UU perpajakan. 

5. Wajib Pajak akan patuh jika 

pemeerintah transparan di 

dalam penggunaan 

uang/dana pajak. 

Ordinal 

(dengan 

Skala Likert 

1-5) 

Sumber: Data diolah Peneliti (2022) 

3.4 Model Penelitian  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. 

Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan 

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel 

independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. 

Rumus analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis-hipotesis adalah sebagai berikut 

dengan 2 model, yaitu:: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + ε …………………………………………. (i) 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β1 X1*X3 + β1X2*X3ε ………..………. .(ii) 

 

Keterangan:  

Y  = Perilaku Wajib Pajak (Tax Behaviour) 

α  = konstanta  

X1  = Kepercayaan Kepada Pemerintah  

X2  = Sistem Perpajakan Indonesia 

X3  = Sistem Digitalisasi Pajak 

ε  = error term 
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Toleransi kesalahan (α ) yang ditetapkan sebesar 5% dengan tingkat signifikan sebesar 95%. 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari pengumpulan 

kuesioner yang telah diisi oleh responden yang menjadi sampel pada penelitian ini. Seluruh data 

telah lolos Uji Asumsi Klasik yaitu Normalitas, Multikolineritas, Autokorelasi dan 

Heteroskedisitas. 

Berikut merupakan tabel perhitungan jumlah sampel dengan kriteria yang terdapat dalam 

penelitian in: 

 

Tabel 2. Statistika Data Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah Presentase 

1 Total Kuesioner yang disebarkan 200 100 % 

2 Total Kuesioner yang tidak kembali 23 11,5 % 

3 

Kuesioner yang tidak lengkap dan tidak 

dapat diolah 

6 3 % 

4 

Total Kuesioner yang diolah sebagai 

sampel penelitian 

171 85,5 % 

Sumber: Data diolah penulis (2022) 

Untuk menyajikan informasi mengenai profil responden dalam penelitian ini dibuatlah tabel 

profil responden yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, dan usia wajib 

pajak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang responden yang berperan dalam 

pengisian kuesioner penelitian ini. 

Tabel 3 Profil Responden 

Keterangan 

Jumlah 

responden 
Persentase 

Jenis Kelamin     

Laki-Laki 109 63,73 % 

Perempuan 62 36,27 % 

Total 171 100% 

Lama Bekerja     

0-5 tahun 79 46,20 % 

>5-10 tahun 57 33,33 % 

>10-15 tahun 17 9,94 % 

>15-20 tahun 8 4,68 % 

>20 keatas 10 5,85 % 

Total 171 100 % 

Pendidikan Terakhir     

SMU/SMK 67 39,18 % 

Diploma 31 18,13 % 

S1 62 36,26 % 

S2 8 4,68 % 

S3 3 1,75 % 

Total 171 100% 

Sumber: Data diolah oleh penulis (2022) 
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4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Hasil analisis statistik deksriptif  dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut yaitu: 

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deksriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

GOV_TRUS 171 19.00 25.00 23.3860 1.46333 

TAX_SYS 171 15.00 25.00 21.8596 2.60839 

SYS_DIG 171 15.00 20.00 18.4152 1.45019 

PRI_WPO 171 17.00 25.00 22.8947 2.10057 

Valid N (listwise) 171     

Sumber : data diolah dengan SPSS 25.00 (2022) 

4.3 Hasil Uji Hipotesis 

4.3.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Tanpa Moderasi 

Tabel 5. Uji Regresi Linear Berganda Tanpa Moderasi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.056 2.303  3.932 .000 

GOV_TRUS .264 .098 .184 2.686 .008 

TAX_SYS .351 .055 .435 6.354 .000 

a. Dependent Variable: PRI_WPO 

Sumber: Data olahan peneliti dari Output SPSS 25.00 (2022) 

 

4.3.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Dengan Moderasi 

 

Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda Dengan Moderasi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.873 31.571  1.168 .245 

GOV_TRUS .589 1.359 .379 .401 .689 

TAX_SYS 1.653 .728 2.052 2.270 .025 

SYS_DIG 1.218 1.693 .838 .717 .017 

GOVTRUS_SYSDIG .823 .072 .570 .321 .749 

TAX_SYS_SYSDIG .985 .039 3.376 2.622 .010 

a. Dependent Variable: PRI_WPO 

Sumber: Data olahan peneliti dari Output SPSS 25.00 (2022) 
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4.3.3 Hasil Analisis Uji Kelayakan Model (Uji-F) 

 

Tabel 7. Hasil Uji-F 

 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 271.825 5 54.365 18.755 .000b 

Residual 478.280 165 2.899   
Total 750.105 170    

a. Dependent Variable: PRI_WPO 

b. Predictors: (Constant), TAX_SYS_SYSDIG, GOV_TRUS, SYS_DIG, 
TAX_SYS, GOVTRUS_SYSDIG 

Sumber: Data olahan peneliti dari Output SPSS 25.00 (2022) 

Dari hasil uji F diatas, dapat diketahui nilai Sig. sebesar 0,000, yang mana pada tabel Dari hasil 

uji F diatas, dapat diketahui nilai Sig. sebesar 0,000, yang mana pada tabel di atas, nilai Sig F 

sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variabel-variabel independen terhadap Perilaku Wajib Pajak. 

4.3.4 Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .602a .362 .343 1.70255 

a. Predictors: (Constant), TAX_SYS_SYSDIG, GOV_TRUS, SYS_DIG, 
TAX_SYS, GOVTRUS_SYSDIG 

Sumber: Data olahan peneliti dari Output SPSS 25.00 (2022) 

 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square (R2) sebesar 0,358, hal ini dapat 

diartikan bahwa 34,30%  variasi Perilaku Wajib Pajak pada penelitian ini dapat dijelaskan oleh 

ketiga variabel independen yang digunakan pada penelitian ini. Sisanya sebesar 65,70% dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya di luar model pada penelitian ini yang tidak dimasukkan 

dalam model regresi. 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Kepercayaan WP Terhadap Pemerintah terhadap Perilaku Wajib Pajak 

Kepercayaan Kepada Pemerintah menunjukkan nilai koefisien regresi 0.589 dengan 0.689 

dari nilai signifikansi dimana nilai itu lebih besar dari 0.05, oleh karena itu Hipotesis pertama 

pada penelitian ini tidak dapat diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepercayaan 

Kepada Pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Perilaku Wajib 

Pajak. Hasil ini dapat diartikan apabila tingkat Kepercayaan seorang Wajib pajak kepada perinttah 

mau tinggi ataupun rendah maka tidak akan dapat mepengaruhi Perilaku Wajib Pajak. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Night & Bananuka, (2020), yang 

menyatakan bahwa Kepercaaan Kepada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Perilaku Wajib 

Pajak. 

4.4.2 Pengaruh Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku WP 

Sistem Perpajakan menunjukkan nilai koefisien regresi 1.653 dengan 0.025 dari nilai 

signifikansi, dimana nilai signifikansi uji t ini  lebih kecil dari 0.05, oleh karena itu Hipotesisi ini 

dapat diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem perpajakan di Indonesia saat ini 
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dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap perilaku wajib pajak di dalam menjalankan 

kewajiban perpajakannya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti and 

Paulus (2017)  menyatakan bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Indonesiat berpengaruh 

terhadap Perilaku Wajib Pajak di dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hal ini karena 

semakin baik sistem perpajakan yang dibuat oleh pemeritah maka semakin tinggi tingkat 

kepatuhan seorang wajib pajak.  

4.4.3 Peran Sistem Digitalisasi sebagai Pemoderasi antara Kepercayaan WP Terhadap 

Pemerintah dan Perilaku Wajib Pajak 

Sistem Digitalisasi Perpajakan yang berperan sebagai variabel pemoderasi pada penelitian 

ini menghasilkan nilai signifikansis sebesar 0,749 dimana nilai ini lebih besar dari 0,050 yang 

berarti bahwa variabel sistem digitalisasi sebagai variabel pemoderasi tidak dapat berperan 

sebagai variabel pemoderasi pada model penelitian ini, yang artinya variabel sistem digitalisasi 

perpajakan tidak dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh antara Kepercayaan Kepada 

Pemerintah terhadap Perilaku Wajib Pajak. 

4.4.4 Peran Sistem Digitalisasi sebagai Pemoderasi antara Sistem Perpajakan Terhadap 

Pemerintyah dan Perilaku Wajib Pajak 

Sistem Digitalisasi Perpajakan yang berperan sebagai variabel pemoderasi pada penelitian 

ini menghasilkan nilai signifikansis sebesar 0,020 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,050 yang 

berarti bahwa variabel sistem digitalisasi sebagai variabel pemoderasi dapat berperan sebagai 

variabel pemoderasi pada model penelitian ini, yang artinya variabel sistem digitalisasi 

perpajakan dapat memperkuat pengaruh antara Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap 

Perilaku Wajib Pajak. 

 

5.  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan, yaitu: 

1. Variabel Kepercayaan Kepada Peerintah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

Perilaku Wajib Pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa Kepercayaan Kepada Pemerintah yang dimiliki oleh wajib pajak di 

dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat meningkatkan perilaku wajib pajak dalam 

hal mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakanyang berlaku. 

2. Variabel Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Perilaku Wajib Pajak 

sehingga hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

Sistem Perpajakan yang baik yang diterapkan oleh pemerintah dapat meningkatkan perilaku 

wajib pajak dalam hal mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakanyang berlaku. 

3. Variabel sistem digitalisasi pajak sebagai variabel pemoderasi pada pengaruh antara variabel 

Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Perilaku Wajib Pajak tidak dapat berperan sebagai 

pemoderasi, sehingga hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini tidak dapat diterima. Sistem 

DIgitalisasi Perpajakan yang baik tidak dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh 

antara variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Perilaku Wajib Pajak. 

4. Variabel sistem digitalisasi pajak sebagai variabel pemoderasi pada pengaruh antara variabel 

sistem perpajakan Indonesia terhadap Perilaku Wajib Pajak dapat berperan sebagai 

pemoderasi, sehingga hipotesis keempat (H4) pada penelitian ini dapat diterima. Sistem 

DIgitalisasi Perpajakan yang baik diaykini dapat memperkuat pengaruh antara variabel 

Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Perilaku Wajib Pajak. 
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5.2 Saran 

Bedasarkan kesimpulan yang telah ditarik dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi pihak otoritas perpajakn 

Penelitian ini menyarankan agar pihak otoritas perpajakan di Indonesia dapat meningkatkan 

sistem perpajakan yang baik sehingga hal ini dapat mendorong dan memotivasi perilaku 

seorang wajib pajak di dalam meningkatkan kepatuhannya terhadap Undang-Undan 

perpajakan yang berlaku. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan literatur bagi penelitian selanjutnya. 

Sebaiknya penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lainnya yang dapat mempengaruhi 

Perilaku Wajib Pajak  khususnya variabel yang berhubungan dengan Sistem Perpajakan 

Indonesia, Sistem Digitalisasi Pajak, dan Kepercayaan kepada Pemerintah. 
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